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Beri Sanksi Parpol vang tidak Patuh Kuota Perempuan

KOMIS] Pemilithon Umuwm
(KU tidak boleh membiarkan
farra ]I-:1|H'ik [reseria Premilu
2024 mengajukan perempuan
calon angegotn legizlatil (coleg)
kurang dari 30% dari rotal
caleg di sebuah daerah pemi-
linan {dapil). Sanksi berupa
diskualifikasi sebagal peserta
pemilu pada dapil tersehur
harus dijamhkan.

Pengajar hukum kepemi
Tuan dars Universiras Indo-
nesin Titd Anggraini meng-
ingatkan pemenuhan kuola
krterwakilan perempuon caleg

imloh syarat paral politik da
lam mengojukan caleg, Keten
P e i cdianie lesvar Fasal 245
Undang-Undang Momor 7/2017
lentang Pemilu.

Beleid it Tit melanjutkan,
kembalidiperwegas lewatPasal
& ayat {1) huruf ¢ Peraturan
B Bonmner TORHELS men gen al
pencalonan anggota legisla-
tif. “Implikasinya jelas, kalau
persyaratan tdak dipenuhi,
pencaleman eleh partai politk
tidak dapal diterima,” ujarnya
kepado Mediua lndomnesia, ke
Marin.

Titi meminta KPU meman
dong syaral kuota 30%: perem
[P |';|'||l5 ]l.":si partai Ell:'li
tik sama dengan Metentuan
ambang batas pencalonan
pasangan calon presiden dan
wakil presiden, yakni pariai
politik atau gabungan par-
rai politik pengusing wajib
mementthi syarat kepemilikan
20 kurzi DPR RI dan 25%
swara sah pemilu BPR R ter
alkehiv.

“Kan KPFU pasti tidak akan
menerima pendafllarannya
kalaw syarat itg {presidentiol

threshold) udak dipenuhi. Pa
dahal, UU Femilu tidok meng
atir sanksr aras Kereniuan
tersebul,” kata Titi.

Meonurutnya, praktik
mendiskualilikasi parta poli
tik sebagai peserts pemilu
karena gagal memenuhi kuota
minieal 3% perempian caleg
audah diterapkan sejak Pemila
2014 dan 2019,

Saat dikonfirmasi, Hasyim
mernastikan hahwa thidak ada
sanksi yang diatur dalam UU
Femilu bagi partai politik
yang kurang mepcmpatkan

perempuan caleg sebesar 30%
di sebuah dopil. Fihaknya
menverahkan Temuan ke
lompok masyarakat sipil soal
pariai politik yang kurang
memenuhi kuota minimal
30% perempuan caleg ke ma-
syarakat.

“Inrinya b dalam Undang-
TUndang Pemilu ridak ada
sanksi kalau mizalkan ada
partai pulitik yoang men
calankan calonnya bra, ke
terwakilan perempuannva
kurang dari 320%.” tandas
Hasyim. [Trifp 2)



